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MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah
memutuskan menghapus ketentuan
ambang batas minimal persentase
(presidential threshold) pengusulan
pasangan calon presiden dan wakil
presiden, sebagaimana Pasal 222
Undang Undang (UU) Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu.
Kententuan tersebut dinilai ber-
tentangan dengan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun (UUD NRI) 1945.

Karena itu, MK mengabulkan per-
mohonan para pemohon untuk selu-
ruhnya, melalui amar putusan Nomor
62/PUU-XXII/2024 dalam Sidang
Pleno MK di Jakarta, Kamis (2/1).
Perkara ini dimohonkan empat ma-
hasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta,
yakni Enika Maya Oktavia, Rizki
Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq
dan Tsalis Khoirul Fatna. Dalam per-
timbangan putusan, Wakil Ketua MK
Saldi Isra mengatakan, merujuk
risalah pembahasan Pasal 6A ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945, pengusul-
an pasangan calon presiden dan
wakil presiden oleh parpol atau
gabungan parpol peserta pemilu
merupakan hak konstitusional parpol.

Dalam konteks tersebut, MK meni-
lai gagasan penyederhanaan partai
politik dengan menggunakan hasil
pemilu anggota DPR pada pemilu se-
belumnya sebagai dasar penentuan
hak partai politik atau gabungan par-
tai politik untuk mengusulkan pa-
sangan calon presiden dan wakil
presiden merupakan bentuk keti-
dakadilan. Dengan menggunakan
hasil pemilu anggota DPR sebelum-
nya, partai politik baru yang dinyata-
kan lolos sebagai peserta pemilu
otomatis kehilangan hak konstitu-
sional untuk mengusulkan pasangan
calon presiden dan wakil presiden.

MK menyatakan presidential
threshold yang ditentukan dalam
Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017
tidak hanya bertentangan dengan
hak politik dan kedaulatan rakyat,
tetapi juga melanggar moralitas, ra-
sionalitas dan ketidakadilan yang ti-
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dak dapat ditoleransi.

MK punya alasan kuat dan men-
dasar untuk bergeser dari pendirian
dalam putusan-putusan sebelumnya.
Pergeseran pendirian tersebut tidak
hanya menyangkut besaran atau
angka persentase ambang batas,
tetapi yang jauh lebih mendasar
adalah rezim ambang batas peng-
usulan pasangan calon presiden dan
wakil presiden. Berapapun besaran
atau angka persentasenya, ber-
tentangan dengan Pasal 6A ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Saldi Isra, arah perger-
akan politik Indonesia cenderung se-
lalu mengupayakan setiap pemilu
presiden dan wakil presiden hanya
diikuti dua pasangan calon. Kondisi
ini menjadikan masyarakat mudah
terjebak dalam polarisasi yang meng-
ancam keutuhan Indonesia apabila ti-
dak diantisipasi.

Mestinya Pemilu Legislatif dise-
lenggarakan terlebih dulu, baru ke-
mudian dilaksanakan Pemilu Pre-
siden. Dengan demikian, kalau diber-
lakukan presidential threshold, tentu-
nya masih bisa diterima akal sehat.
Tetapi kalau aturan pencalonan presi-
den dan wakil presiden ditentukan
oleh DPR hasil pemilu lima tahun se-
belumnya, memang sulit diterima
akal sehat.

Sekalipun pemilu presiden dilak-
sanakan serentak dengan pemilu
anggota legislatif, sejatinya mandat
rakyat atau pemilih diberikan secara
terpisah. Menurut Mahkamah, meng-
gunakan presidential threshold ber-
dasarkan perolehan suara atau kursi
DPR merupakan pemaksaan logika
sistem parlementer dalam praktik
pelanggengan kekuasaan secara ter-
sistem.

Lantas bagaimana dengan dua
anggota MK, Anwar Usman dan
Daniel Yusmic P Foekh, berbeda
pendapat? ltu hak mereka, dan tentu-
nya mereka punya pemikiran terten-
tu. Kita cermati saja, mengapa mere-
ka berdua tidak sependapat dengan
penghapusan ketentuan ambang
batas pecalonan presiden dan wakil
presiden. O -f
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Babak Baru Penghapusan Presidential Threshold

PERJALANAN demokrasi Bangsa
Indonesia tengah memasuki babak
baru. Mahkamah Konstitusi (MK) se-
cara resmi menghapus ketentuan am-
bang batas Pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden atau Presidential
Threshold yang dituangkan dalam
Putusan MK Nomor 62/PUU-
XXI1/2024. Berdasarkan putusan
tersebut, setiap partai politik peserta
Pemilihan Umum memiliki hak dan
peluang untuk dapat mencalonkan pa-
sangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden tanpa terhambat persyaratan
minimum persentase jumlah
kursi Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) maupun perole-
han suara sah nasional.
Meskipun demikian, setiap
partai politik tetap diper-
bolehkan untuk iberkoalisii
atau bekerja sama dengan
partai politik lain dalam men-
gusung pasangan calon
asalkan gabungan antarpartai
politik tersebut tidak terlalu
mendominasi.

Putusan MK tersebut wajib
ditindak lanjuti secara cermat
oleh DPR selaku lembaga
pembentuk Undang-Undang
dan dibantu Pemerintah.
Khususnya, dalam hal pem-
bentukan norma baru sekali-
gus melakukan revisi terha-
dap Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Tentunya
pembentukan norma baru sekaligus
revisi peraturan perundang-undangan
perlu ada transparansi serta pen-
gawalan yang partisipatif agar tidak
ada upaya mendistorsi Putusan MK
Nomor 62/PUU-XXI1/2024 maupun
upaya memberikan tafsir yang dinilai
menyimpang dari putusan tersebut.

Tafsir Dominasi

Penghapusan Presidential Threshold
bila ditelaah lebih lanjut dapat
berpotensi memberi tantangan baru
terutama bagi pembentuk Undang-
Undang. Salah satunya adalah kata
atau frasa idominasii dalam idominasi
partai politik atau gabungan partai
politik sehingga menyebabkan terbatas-
nya pasangan calon presiden dan wakil
presiden serta terbatasnya pilihan
pemilihi dalam pertimbangan hukum
yang tertulis dalam Naskah Putusan
MK belum memiliki batasan dan tafsir
yang jelas, sehingga menjadi tantang-
an tersendiri terutama bagi DPR

Pangky Febriantanto

dalam merevisi Undang-Undang ter-
kait. Dalam hal ini DPR dapat meli-
batkan para ahli dalam memberi tafsir
tentang batasan dominasi. Terlebih,
pelibatan para ahli juga dapat dikata-
kan sebagai salah satu bentuk penera-
pan partisipasi publik yang bermakna
dalam perumusan rekayasa konstitu-
sional sebagaimana yang diper-

bolehkan oleh Mahmakah Konstitusi
sebagaimana yang tertulis dalam

Naskah Putusan MK.

Implikasi Beragam

Putusan MK Nomor 62/PUU-
XXT1/2024 berpotensi memberi impli-
kasi yang beragam. Salah satunya
adalah banyaknya Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden kemung-
kinan akan meningkatkan biaya poli-
tik ataupun biaya kampanye yang jauh
lebih besar. Selain itu, polarisasi dan
gesekan keras di masyarakat masih
berpotensi besar terjadi terlebih apabi-
la terdapat Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden putaran kedua yang
hanya diikuti oleh 2 Pasangan Calon
dengan suara terbanyak pada putaran
pertama. Semangat untuk mengurangi
polarisasi politik masyarakat akibat
iambang batasi dapat gugur di putaran
kedua bahkan menumbuhkan polar-
isasi politik baru. Putusan MK Nomor
62/PUU-XX11/2024 juga berimplikasi
pada batas tenggat waktu untuk hasil
revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum yang
diselaraskan dengan Putusan Putusan
MK Nomor 62/PUU-XX11/2024 meng-
ingat Tahapan Pemilihan Umum yang
berpotensi dimulai beberapa waktu se-
belum Pemungutan Suara.

Di sisi lain, potensi meningkatnya
jumlah Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden membuat masyarakat
memiliki lebih banyak pilihan dan
lebih banyak kebebasan memilih.
Namun di sisi lain juga berpotensi
menyebabkan fragmentasi suara dan
kebingungan maupun kesulitan bagi
pemilih untuk menentukan pili-
hannya. Meskipun demikian,
Mahkamah Konstitusi dalam
naskah putusan memberikan
ruang bagi pembentuk undang-
undang untuk dapat mengatur
agar tidak muncul pasangan
calon presiden dan wakil presi-
den dengan jumlah yang terlalu
banyak. Namun, perlu kehati-
hatian dari pembentuk undang-
undang agar tidak mengebiri
hak partai politik dalam meng-
ajukan pasangan calon.

Terakhir, implikasi maupun
dampak dari penghapusan
Presidential Threshold masih
tergantung dari berbagai aspek.
Termasuk di antaranya perila-
ku politik masyarakat, strategi
partai politik, kebijjakan penye-
lenggara pemilihan umum,
maupun partisipasi publik ter-
masuk para ahli. Dan semoga
babak baru penghapusan Presidential
Threshold menjadi pendidikan politik
bagi masyarakat.(*)

*)Pangky Febriantanto SIP MIP,
Dosen & Kaprodi Adm. Publik
FISIPOL Universitas Proklamasi 45
[Anggota Panwaslucam Wirobrajan
Yogyakarta.
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Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-
kasih partisipasinya dalam menulis
dan mengirimkan artikel untuk SKH
Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya
redaksi hanya menerima tulisan lewat
email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata,
dengan mengisi subjek mengenai isu
yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan fotocopy identitas.
Terimakasih.

Yogya Ibukota Negara, Inspirasi Gen Z

"Kita akan memindahkan ibu kota be-
sok malam ke Yogya. Tidak ada seorang
pun dari saudara boleh membawa harta
benda. Aku juga tidak,” kata Soekarno, 2
Januari 1946.

DEMIKIAN antara lain seperti ditulis
Cindy Adams dalam Bung Karno,
Penyambung Lidah Rakyat Indonesia
(1966). Perintah Proklamator tersebut
yang membawa sejarah bangsa, mulai 4
Januari 1946 Yogyakarta menjadi ibuko-
ta negara hingga 27 Desember 1949.

Awal Januari 1946, situasi di Jakarta
sangat tidak aman akibat agresi militer
Belanda, yang mengancam keberlang-
sungan pemerintahan Republik.

Pasca proklamasi kemerdekaan pada
17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu ko-
ta. Namun bukan berarti bangsa ini mu-
lus dari cobaan. Situasi di Jakarta tidak
aman akibat kehadiran tentara Belanda
(NICA) dan sisa-sisa tentara Jepang yang
belum ditarik.

Tentara Belanda direorganisasi dalam
bentuk baru bernama NICA (Nether-
lands Indies Civil Administration) mem-
bonceng tentara Sekutu bertindak brutal
terhadap rakyat di sekitar Jakarta.

Kondisi ini mengancam para pemim-
pin negara, termasuk percobaan pem-
bunuhan terhadap Sutan Syahrir, mere-
sahkan pemerintah. Karena itu pemerin-
tah mencari lokasi yang lebih aman.

Pada 2 Januari 1946, Sri Sultan
Hamengku Buwono IX dan Paku Alam
VIII mengirimkan surat kepada pemerin-
tah Indonesia menawarkan Yogyakarta
sebagai alternatif ibu kota sementara,
hingga situasi di Jakarta membaik.

Usulan Sultan HB IX dibahas dalam
rapat kabinet yang diadakan pada 3
Januari 1946. Hasilnya, keputusan me-
mindahkan pusat pemerintahan ke
Yogyakarta disetujui.

Tentu tidak gampang memutuskan
pindah ke Yogya. Namun Sejarah berka-
ta, karena sebelum pemindahan, pada 5
September 1945, Sultan HB IX dan Paku
Alam VIII telah mengeluarkan mak-
lumat yang menegaskan bahwa Yogya-
karta adalah bagian dari Republik
Indonesia. Maklumat ini menjadi dasar
legitimasi bagi pemindahan ibukota.
Selain letak geografis dan warganya yang

Octo Lampito

antusias.

Malam hari tanggal 3 Januari 1946,
Soekarno dan rombongan menggunakan
kereta api dengan lampu dimatikan agar
tidak menarik perhatian.

Di bengkel kereta api Manggarai,
rangkaian kereta api luar biasa (KLB)
disusun. Dua gerbong paling belakang
ditempati Presiden Sukarno dan Wakil
Presiden Mohammad Hatta.

Mengutip ucapan Bung Karno, se-
andainya rombongan tersebut ketahuan,
seluruh negara dapat dihancurkan de-
ngan satu granat. “Dan kami sesungguh-
nya tidak berhenti berpikir apakah pe-
kerjaan itu akan berlangsung dengan
aman. Sudah tentu tidak. Tetapi republik
dilahirkan dengan risiko. Setiap gerakan
revolusioner menghendaki keberanian,”
katanya.

Rombongan berangkat dari Jakarta
menuju Yogyakarta, tiba di Stasiun Tugu
pada pagi hari tanggal 4 Januari 1946.
Para pemimpin bangsa ini disambut oleh
Sultan Hamengku Buwono IX, Paku
Alam VIII, dan Jenderal Soedirman.

Dalam perjalanan sejarah bangsa ini-
lah, Sultan Hamengku Buwono IX dan
Paku Alam VIII terbukti berperan kru-
sial dalam pemindahan ibukota ke
Yogyakarta.

Sultan HB IX tidak hanya mena-
warkan Yogyakarta sebagai

kungan finansial untuk memastikan ro-
da pemerintahan berjalan dengan baik.
Yogyakarta menjadi pusat diplomasi dan
pengambilan keputusan politik, mem-
perkuat eksistensi negara yang baru
merdeka.

skeksk

Mempelajari sejarah tidak hanya ten-
tang menghafal fakta, tetapi juga melatih
kemampuan berpikir kritis. Generasi
muda, khususnya Gen Z saatnya diajak
untuk menganalisis berbagai perspektif
sejarah, yang membantu mereka dalam
mengevaluasi informasi secara objektif
guna membuat keputusan yang lebih
baik di masa depan. Generasi Z perlu
memahami sejarah karena sejumlah
alasan penting yang berkontribusi pada
perkembangan identitas, nilai moral, dan
kemampuan kritis mereka.

Kisah-kisah sukses dalam sejarah da-
pat menjadi sumber inspirasi. Mereka
dapat belajar bahwa ketekunan dan ke-
beranian dapat mengubah dunia. Seja-
rah memberikan contoh nyata tentang
bagaimana tokoh-tokoh dapat mencapai
prestasi luar biasa melalui kerja keras
yang konsisten. Dari Yogya sejarah terse-
but bisa dibaca juga dari peninggalan
yang ada saat ini. Terlebih predikat seba-
gai kota pariwisata, maka saksi sejarah
itu akan memberikan inspirasi mewu-
judkan Indonesia emas. (**)

*)Dr Octo Lampito MPd, adalah
wartawan Skh Kedaulatan Rakyat.

ibukota, tetapi juga menye-
diakan gedung-gedung yang
diperlukan untuk kantor ke-
menterian dan fasilitas lain-
nya. Ini menunjukkan ko-
mitmennya mendukung pe-
merintahan Republik dalam
masa transisi.

Seluruh biaya operasional
pemerintahan selama ber-
ada di Yogyakarta ditang-
gung oleh Kraton Yogyakar-
ta dan Kadipaten Paku-
alaman. Ini sangat penting
mengingat kondisi keuang-
an negara yang sedang bu-
ruk.

Selama periode tersebut,
Sultan HB IX memberi du-
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Mahkamah Konstitusi putuskan penghapusan
ketentuan ambang batas pencalonan presiden.
- Siapa tidak setuju?

Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi me-
nyelamatkan uang negara Rp 6,7 triliun.
- Selamat, Desk!

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024
diundur menjadi Maret 2025.
- Bukan pemunduran.

seskek

seskek
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